ORIGINAL TEXT
ABSTRAK

Putri, Deskytaria. 2012. Analisis Pasal 4 dan 6 UU No. 36 Tahun 2008 Dalam Rangka Meningkatkan   Kepedulian Sosial Bagi Perusahaan(Study Kasus Pada Perusahaan). Laporan Akhir, Jurusan Akuntansi Politehnik Negeri Malang. Pembimbing: (1) Drs. Basuki Rachmat, MM., Ak, (2) Drs. Edi Winarto, Msi.
Sumbangan merupakan sesuatu yang diberikan oleh subyek pajak yang mempunyai kelebihan harta kepada pihak lain yang sangat membutuhkan. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 4 ayat(3) dan 6 ayat(1), bahwa kategori sumbangan yang diperkenankan adalah zakat dan hibah yang harus disalurkan melalui badan amil zakat yang ditentukan oleh pemerintah, serta sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur social, sumbangan fasilitas pendidikan, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olah-raga.Pembatasan sumbangan yang diatur oleh pemerintah ternyata masih berdampak pada tujuan pemerintah sendiri dalam rangka mewujudkan nilai-nilai social masyarakat dan pengentasan kemiskinan secara utuh. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang luas kepada subyek pajak khususnya mengenai sumbangan yang dapat dibebankan pada penghitungan laba-rugi usaha. Dalam menganalisis data ada beberapa tahap yang dilakukan yaitu: (1) Menganalisis beban sumbangan berdasarkan kategori kelayakan pembebanan fiskal. (2) Membuat laporan keuangan perbandingan antara komersial dan fiskal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Membuat laporan keuangan berbandingan antara fiskal dan usulan fiskal. (4) Penarikan kesimpulan dan saran.
 Dari Laporan Fiskal,maka perusahaan harus membayar sebesar Rp 314.234.358, sedangkan menurut usulan fiskal sebesar Rp 307.984.886. Dilihat dari perbedaan sedemikian rupa terdapat penghematan pajak sebesar Rp 6.249.472 yang bisa menjadikannya sebagai pengentasan kemisikinan dan dapat mewujudkan nila-nilai sosial masyarakat
	Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu Pemerintah hendaknya bisa memberikan perluasan kebijakan khususnya biaya sumbangan pada Undang-undangan perpajakan sehingga subyek pajak bisa membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan secara utuh dan mewujudkan nilai-nilai sosial. 
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ENGLISH TRANSLATION
ABSTRACT

Putri, Deskytaria. 2012. An Analisis of Article 4 and 6 Law No. 36 of 2008 in Improving Social Concern for Company (A Case Study at Companies). Final Report, Accounting Department of State Polytechnic of Malang. Advisors: (1) Drs. Basuki Rachmat, MM., Ak, (2) Drs. Edi Winarto, Msi.
	Contribution is something given by tax subjects with property excess towards other parties that need the contribution. Based on Article 4 (section 3) and 6 (section 1) Law No. 36 of 2008 about Income Tax, the permitted contribution categories are zakat and grant that have to be distributed through amil zakat agency determined by government, as well as contribution for overcoming national disasters, research and its development done in Indonesia, social infrastructure development funding, educational facilities, and sport development. The limitation of contribution regulated by government, in fact, affects the government’s own purpose; that is to realize public social values and totally overcome poverty.
	This research is attempted to give such suggestions to the government in order to give extensive policies to tax subjects in particularly about chargeable contribution in business profit and loss calculation. There are some stages in analyzing the data: (1) analyzing the contribution charge based on fiscal load feasibility, (2) making a financial report of commercial and fiscal comparison based on the authorized legislations, (3) making a financial report of a comparison between fiscal and fiscal proposal, and (4) making conclusion and suggestion. 
	Based on Fiscal Report, a company is required to pay Rp 314.234.358,00, while based on fiscal proposal, it should be Rp 307.984.886,00. From this difference, it obviously shows that there is a tax saving of Rp 6.249.472,00 which essentially can be used to overcome poverty and realize public social values.
	In conclusion, what we can learn from this research is that the government should extend the policies mainly about the contribution charge in Tax Law so that tax subjects will be able to assist the government in overcoming poverty and realizing public social values.

Keywords: Contribution Critics, PPh Critics.
